
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Puencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KNPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.
NOMOR KEP. 1 7OIM.PPN / HK/ 09 / 20 19

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH

TRA D E S UPPO RT FA C IL ITY (T ST)

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

MenSinSat

a. bahwa dalant rangka penunjukan Kementerian
PPN/Bappenas selaku coordinating agency proyek hibah
Ttade Support Facility (TSF) periode 2019 2023, perlu
dilakukan koordinasi seluruh implementing agency yang
ber anggotakan kementerian/ lemb aga terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu nrembentuk Tim Koordinasi StrateSis
Proyek Hibah Trude Support Facility OSD;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang natnanya tercanturu dalam
Lampnan Keputusan tni dianggap mampu dan memenuhi
percyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
an*ota Tim Koordinasi Strategis Proyek Htbah Trade
Support Facili ty (TSF) ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2078 tentanr Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2079
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

2. Peratvran Pemerintah Nomor 10 Tahqn 2077 tentan9 Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penelimaan
Hibah;

3. Petaturan Presiden Nomor 45 Tahsn 2O'!3 ter.tang Tata
Cata Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2019;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negaral

5. Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentanS
Kenlenterian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Perahlran .
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Menetapkan

PERTAMA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 201,5 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diwbah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangrnan Nasional sebagaimana telah
dirbah dengan Peratsran Menteri Perencanaan
Pembangrnan Nasional/Kepala Badan Petencanaan
Pembangrnan Nasional Nomor 6 Tahun 2O 17;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangrtnan Nasional Nomor
5 Tahun 2076 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan
Anggarun;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATTGIS PROYEK HIBAH TRADE SUPPORT FACTLITY (ISf) .

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hrbah Trade
Support Facility (TSF), untuk selanjutnya disebut dengan Tim
Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
lercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi TSF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung

Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebljakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan
memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan
kegiatan.

P e nangung J aw ab ber tlugas:.

a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim
Pelaksana;

b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;

c. nrelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah.

Tim Pelaksana bertuSas:

a. melaksanakan kegiatan terkait penerimaan hibah;

b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan hrbah kepada Deputi Pendan aan, Kementerian
PPN/Bappenas;

c. melaporkan penerimaan hlbah kepada Kementerian
Keuangan yang disahkan dengan dokumen Befita Acara
Serah Terima.

KEENAM...

KEDUA
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tenaga Pendukung bertugas :

a. mendukung secara administratif kelancarun tugas dan fungsi
yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan

b. melaksanakan tuSas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim
Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan f.tSas
Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggarun Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahrtn Anggaran
2079.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku surut
sejak tanggal 1 Aprll 2079.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 201 9

MNNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MNNTTRI PPN,/KEPAI,A BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 7OIM.PPN/HK/09 / 20 19
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PRO\TK HIBAH

TRA DE S UPPORT FA CTLIT-Y ffST)

A, TIMPENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kemente rian Ketangan.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utalrra Bappenas;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan;

4. Direktur Jenderal PerundinSan Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan;

5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga, Kementerian Perdaganganl

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian P er dagangan;

7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Direktur Petdagangan, Investasi dan Kerjasama
Ekonomi Internasional, Kenrenterian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen,
Direktorat Jend eral Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko, Kementerian Keuangan;

Anggota

2. Direktur .. .
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2. Direktur Pinjaman dan Hlbah, Direktorat
lenderal Pengelolaan Pembiayaan dan fusikq
Kementerian Keuangan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Kementerian
Perdagangan;

4. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Kementerian P e r dagangan;

5. Direktur Pengamanan Perdagangan,
Ke menterian P e r dagangan;

6. Direktur Standarisasi dan Pengendaltan
Mutu, Kementerian Pet dagangan;

7. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantvan Lnar
Negeri, Kemente fi an P er daganganl

8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

10. Direktur Merek dan Indikasi Geqgrafis,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusial

11. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas;

73. Kepala Biro Perencanaan, or8anisasi dan
T ata l,aksana, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

16. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

17. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Direktur Jasa Keua{Van dan BUMN,
Kementerian PPN/Bappenas;

'19. Kepala Sub Direktorat Perdagangan,
Direktorat Perdagar3an, Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/ Bappenas;

20. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat
Perdagangan, Investasi) dan Kerjasama
Ekonomi Internasional, Kementerian
PPN/Bappenas;

21.. Kepala .. .



-J-

43. Yeni ..

27. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi
Internasional, Direktorat Perdagartgan,
Investasi, dan Kerjasama Ekonomi
Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

22. lr. lmarrta Trihanda, MS, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Arianto Chrisfian Hartono, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

25. Yunus Gastantq SE, PG.Dipl, Kementerian
PPN/Bappenas;

26. Firdaussy Yustiningsih, STB ME,
Kementerian PPN/Bappenas;

27 . Anjani Putri, ST, M.Eng, Kementerian
PPN/Bappenas;

28. Drs. I Dewa Gede Sugihamretha, MPM,
Kementerian PPN/Bappenas;

29. Dr. Haryant$ SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

30. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

31. Sukhad, S.IB Kementerian PPN/Bappenas;

32. lbnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

33. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

34. lajar Hadi Pratama, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

35. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

36. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;

37 . Tari Icstari, S.Si, SE, MS, Kementerian
PPN/Bappenas;

38. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

39. P.N. t aksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc,
Ph.Q Kementerian PPN/Bappenas;

40. lr. Sidqy Irgo Pangesthi Suyitno, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

41 . Octal Pramuditq SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

42. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

43. Wahy,u Wijayanto, SIB MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

44. Istasius Angger Anindito, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

45. Yqgi Harsudiono, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

46. Siti Maftukah, ST, Kementerian
PPN/Bappenas; dan

47 . Tu:W Widiastuty, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Drs. Muhammad Arif , M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Giyanto, Kementerian PPN /Bappenas; dan

4. Suprayitng Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd

D. TENAGAPENDUKUNG

z--


